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B Agung M

rasetyo bersa-

ma dengan Menteri
Hukum dan HAM
Yasonna Hamonangan
Laoly ke LP
Nusakambangan
Cilacap, Jawa Tengah
menguatkan dugaan
akan segera dilakukan-
nya eksekusi terpidana
mati setelah upaya hu-
kum grasi ditolak oleh
Presiden Joko Widodo.

Menurut Kapuspenkum
Kejaksaan Agung Tonny T
Sponsana, sekitar minggu ke 2-3
pada bulan Desember ini akan
ada eksekusi mati terhadap 5 ter-
pidana. Selain itu sekarang ada
20 dari 64 narapidana mati yang
sudah siap dieksekusi sampai
pada akhir tahun ini. Dua di anta-
ra narapidana yang akan diekse-
kusi bulan ini berada di
Nusakambangan, tiga terpidana
lainnya dua di lembaga pemasya-
rakatan Batam dan satu lagi di
lembaga pemasyarakatan
Tangerang. Jika dilihat dari ka-
susnya kelima terpidana mati itu
merupakan WNI dan berjenis ke-
lamin laki-laki, tiga terpidana ka-
sus narkoba dan dua kasus lain-
nya terkait kasus pembunuhan
berencana.

Rencana eksekusi atas 5 terpi-
dana mati tersebut seolah mengi-
ngatkan kembali kepada kita soal
pro dan kontra pelaksanaan hu-
kuman mati. Pendapat yang tidak
setuju atas eksekusi hukuman
mati berdalih bahwa sudah saat-
nya dihapuskan dengan berbagai
pertimbangan misalnya pertama,
apapun alasannya hukuman mati
melanggar HAM karena hak hi-
dup adalah hak yang paling asasi
dan hanya Tuhan sang pemberi
hiduplah yang dapat mencabut
nyawa seseorang.

Kedua, jika dilihat dari sisi
sistem pemidanaan, hukuman
mati tidak efektif dalam sistem
pemidanaan dan pemasyarakatan
karena hukuman mati lebih me-
ngedepankan sifat dan tujuan dari
pemidanaan sebagai pembalasan
bukannya sebagai sarana untuk
mengembalikan sifat seseorang
yang baru khilaf atau lupa bagi
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pelaku tindak pidana
menjadi seseorang
yang tersadar setelah
melalui proses pema-
syarakatan.

Ketiga, pelaksana-
an hukuman mati ber-
sifat brutal dan berda-
rah dingin karena de-
ngan cara apapun baik
dirajam, digantung, di-
suntik, maupun ditem-
bak di depan regu tem-
bak tetap kejam dan
jauh dari rasa kemanusiaan.
Keempat, pelaksanaan hukuman
mati sukar dibayangkan bagi kita
bagaimana perasaan orang yang
akan di “akhiri” hidupnya itu di-
beritahu bahwa tidak lama lagi
nyawanya akan melayang. Dalam
sebuah kisah diceritakan bahwa
Maria Antoinette yang paginya
akan dipasung kepalanya, ram-
butnya mendadak berubah putih
pada malam sebelumnya. Ini me-
nunjukkan betapa menderitanya
sesecorang yang akan menjalani
hukuman mati itu.

Kelima, pelaksanaan hukum-
an mati merupakan sebuah kega-
galan besar dari sistem pemidana-
an dan pemasyarakatan kita.
Bukankah sistem pemidanaan
kita lebih menekankan pada ba-
gaimana mengembalikan siterpi-
dana menjadi pribadi yang baik
daripada sekadar menekankan
pada aspek pembalasan karena
seseorang yang telah melakukan
tindak pidana?

Di samping itu sistem pembi-
naan dan pola pemasyarakatan
juga ikut andil terhadap eksekusi
pidana mati karena pemasyara-
katan belum mampu mengubah
seorang terpidana yang sudah
bertahun-tahun di lembaga pema-
syarakatan belum bisa mengubah
perilakunya menjadi seorang pri-
badi yang baik, pribadi yang taat
pada hukum dan pribadi yang
“utuh” yang menyadari dan mem-
bedakan baik/buruk serta tidak
“kapok” atas segala perbuatan-
perbuatan yang mengakibatkan
dosa besar sehingga tidak bisa di-
maafkan. Oleh karena berbagai
alasan, kini di Amerika Serikat
dan beberapa negara Eropa Barat
sudah tidak memberlakukan ek-
sekusi hukuman mati.

Sedangkan faham yang me-
nyetujui pelaksanaan hukuman
mati berpandangan. Pertama, se-
cara normatif pelaksanaan hu-
kuman mati dijamin oleh hukum,
setidaknya sandaran hukumnya
kuat, yakni hukuman pokok telah
ditentukan pada Pasal 10 KUHP.

Ketentuan pasal 10 a angka 1
KUHP inilah sebagai tempat yang
pas untuk “bersemai” faham yang
melegitimasi hukuman mati; se-
lain itu pelaksanaan hukuman
mati juga disetujui karena terpi-
dana telah melakukan tindak pi-
dana dalam kategori kejahatan
berat (misalnya pembunuhan be-
rencana, narkotika, dll) sehingga
pidana mati “pantas” dijatuhkan.
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Terlepas akan adanya
pro dan kontra atas
eksekusi hukuman

mati, namun sebuah

fakta tak terbantahkan

bahwa dalam skala
nasional maupun

internasional secara
riil telah banyak
terpidana yang
dieksekusi mati.

Di samping alasan-alasan ter-
sebut, maka hukuman mati diha-
rapkan timbulnya ada rasa takut
dan penjeraan bagi pelaku dan ca-
lon pelaku tahu resiko jika mela-
kukan perbuatan pidana yang di-
ancam dengan hukuman mati.
Terakhir bahwa hukuman mati
akan setimpal dengan perbuata-
nya yang termasuk kategori tin-
dak pidana dengan pemberatan,
oleh karena itu eksekusi hukum-
an mati merupakan keadilan kare-
na sebagai pengganti dan pemba-
lasan atas perbuatan-perbuatan
sebagaimana termasuk dalam ka-
tegori tindak pidana pemberatan
tersebut.

Pelaksanaan Hukuman Mati
Terlepas setuju atau tidak se-

tuju atas pelaksanaan hukuman

mati, harus kita yakini bahwa hu-
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kuman mati adalah sesuatu fakta
yang ada atau pernah ada di be-
lahan dunia ini walaupun pelak-
sanaannya amat kejam dan jauh
dari nilai-nilai kemanusiaan, mi-
salnya seorang perempuan Afrika
hamil diluar nikah artinya wanita
tersebut berzina, di negeri terse-
but ia harus dirajam sampai mati.
Pelaksanaannya dengan cara ba-
dan perempuan itu dikuburkan
hingga kepalanya kelihatan diatas
tanah. Kepala perempuan itu lalu
dilempari batu oleh penonton di-
sekitarnya hingga permintaan
ampun tidak terdengar lagi. Ini
adalah salah satu contoh pelaksa-
naan hukuman mati yang amat
kejam.

Selain itu, ada pelaksanaan
yang kurang kejam. Misalnya di
Inggris pelaksanaan hukuman
mati dilaksanakan dengan cara
digantung, di negara Prancis pe-
laksanaan hukuman mati dengan
dipasung kepalanya dengan gilo-
tin. Sedangkan, Amerika Serikat
dieksekusi di kursi listrik atau di
sebuah kamar gas atau disuntik
mati. Pelaksanaan hukuman mati
di Indonesia dengan ditembak
oleh regu tembak. Payung hu-
kum eksekusi mati di Indonesia
diatur secara rinci dalam UU No
2/Pnps/1964 yaitu Penpres No 2
tahun 1964 (LN 1964 No 38)
yang kemudian ditetapkan dalam
Undang-Undang menjadi UU No
5 tahun 1964 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pidana Mati yang
dijatuhkan oleh Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Umum
dan Militer.

Terlepas akan adanya pro dan
kontra atas eksekusi hukuman
mati, namun sebuah fakta tak ter-
bantahkan bahwa dalam skala na-
sional maupun internasional se-
cara riil telah banyak terpidana
yang dieksekusi mati. Misalnya
di Indonesia terpidana yang telah
dihukum mati.

Harus diakui bahwa dari daf-
tar nama-nama yang pernah dila-
kukan eksekusi mati di Indonesia
terdapat tiga tindak pidana de-
ngan pemberatan yang akhirnya
dilakukannya eksekusi mati yak-
ni tindak pidana terorisme, tindak
pidana pembunuhan berencana
dan tindak pidana narkoba.

Mengakhiri tulisan ini, jika

hukuman mati sebagai pilihan
maka 6 jenis kejahatan yang pan-
tas dihukum mati.

Pertama, korupsi, karena pe-
laku korupsi (koruptor) telah
menggerogoti keuangan negara
dan menyebabkan rakyat miskin,
sulit mendapatkan pangan, san-
dang dan papan.

Kedua, mengedarkan narko-
ba, para pengedar narkoba telah
merusak ribuan bahkan jutaan
generasi muda sebagai penerus
anak bangsa.

Ketiga, pemangku kekuasaan
yang lalai, bagi pejabat negara
yang menyalahgunakan kewe-
nangannya untuk pribadi dan go-
longannya sehingga merugikan
kepentingan rakyat dan negara
serta telah melanggar sumpah dan
janji sewaktu diangkat dalam ja-
batan tersebut.

Keempat, pemerkosa anak
(pedopil) karena ulah perbuatan
pedopil, anak berpotensi kehi-
langan masa depannya, masa de-
pan anak jadi suram, dan tidak se-
dikit karena menahan beban psi-
kologis yang sangat berat sehing-
ga korban pedopil mengalami
gangguan jiwa serius dan juga se-
orang korban pedopil termotivasi
untuk melakukan perbuatan yang
sama.

Kelima, trafficking (jual beli
manusia) karena pelaku kejahat-
an ini jual beli manusia untuk ke-
pentingan pribadi. Biasanya kor-
ban trafficking dijual untuk dija-
dikan budak, budak sex atau lebih
parah dan miris anak korban traf-
ficking dijual organ tubuhnya di
pasar internasional.

Keenam, terorisme, karena
pelaku terorisme amat kejam dan
tidak berperikemanusiaan dalam
menghabisi korban termasuk di
antaranya korban yang tidak ber-
dosa sama sekali.

Ketujuh, pelaku kejahatan terha-
dap pelanggaran HAM berat.
Semoga pemangku kepentingan
yang mempunyai hak mengetok
palu hukuman mati tidak hanya "be-
rani” mengeksekusi hukuman mati
karena pembunuhan dengan beren-
cana, narkoba dan terorisme saja.
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